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Abstract

The curator must be responsible for any errors or negligence in carrying out management and/or
settlement obligations that cause losses or reduction in the value of bankrupt assets. Therefore, the
curator will take over legal cases concerning the assets of the bankrupt debtor, in accordance with
the provisions of Article 26 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and
Suspension of Debt Payment Obligations. The objectives of this thesis include analyzing the legal
consequences of the transfer of rights based on the PPJB which are then converted into shares,
analyzing the legal status of ownership of bankrupt assets originating from the PPJB converted into
shares, and analyzing the judge's considerations in the District Court decision No. 29/Pdt.SUS-
GLL/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. The type of research used is Normative Legal Research. Normative
legal research is carried out using a statute approach and a case approach. The data sources used
are Primary Legal Materials (written rules enforced by the state), Secondary Legal Materials
(materials in the form of legal reviews), and Tertiary Legal Materials (materials that support both
primary and secondary legal materials). Data collection techniques are through literature studies of
legal materials (rechtsmaterialen) and field research through direct interviews with; Commercial
Judges of the Medan District Court, Curators, and Notaries. The results of this thesis research can
be concluded firstly that PPJB should not be convertible into PT shares because the PPJB has not
vet had a physical and juridical handover. Secondly, the curator will represent the bankrupt debtor
in all matters related to the settlement and management of bankrupt assets, including representing
the bankrupt debtor in every lawsuit filed either by or against third parties for and on behalf of the
bankrupt debtor. The judge's three considerations in the decision were to sentence and order the
Defendant (Curator) to remove the plaintiff's immovable assets from the Bankruptcy Asset List, as
well as to remove them from all documents related to the bankrupt assets (budel) and to declare that
the Curator had committed an Unlawful Act (PMH).

Keywords: Curator, PPJB, Transfer of Rights, Share Conversion, Bankruptcy Assets.

Abstrak
Kurator harus bertanggung jawab atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan kewajiban
pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian atau berkurangnya nilai harta pailit.
Maka Kurator akan mengambil alih perkara gugatan-gugatan hukum yang mengenai harta kekayaan
debitor pailit, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 26 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun tujuan dalam tesis ini yaitu
diantaranya untuk menganalisis akibat hukum pengalihan hak berdasarkan PPJB yang selanjutnya
dikonversi dalam bentuk saham, untuk menganalisis kedudukan hukum kepemilikan harta pailit yang
berasal dari PPJB yang dikonversi menjadi saham, dan untuk menganalisis pertimbangan hakim
dalam putusan Pengadilan Negeri No. 29/Pdt.SUS-GLL/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jenis penelitian
yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan
cara pendekatan Undang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).
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Adapun sumber data yang digunakan berupa Bahan Hukum Primer, (aturan tertulis yang ditegakkan
oleh negara) Bahan Hukum Sekunder (bahan berupa ulasan hukum) Bahan Hukum Tersier (bahan
yang mendukung bahan hukum baik itu primer maupun sekunder). Teknik pengumpulan data yaitu
dengan studi kepustakaan bahan-bahan hukum (rechtsmaterialen) dan penelitian lapangan melalui
wawancara langsung kepada; Hakim Niaga Pengadilan Negeri Medan, Kurator, dan Notaris. Hasil
dari penelitian tesis ini dapat disimpulkan pertama PPIB seharusnya tidak dapat dikonversi dalam
saham PT karena PPJB belum terjadi penyerahan fisik dan yuridis. Kedua kurator akan mewakili
debitor pailit dalam segala hal yang berhubungan dengan pemberesan dan pengurusan harta pailit,
termasuk didalamnya mewakili debitor pailit dalam setiap gugatan yang diajukan baik oleh maupun
terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama debitor pailit. Ketiga pertimbangan hakim dalam putusan
yaitu menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat (Kurator) untuk menghapuskan Harta-Harta
Benda Tidak Bergerak milik penggugat, dari Daftar Pertelaan Harta Pailit, sekaligus dihapuskan dari
segala dokumen yang berkaitan dengan Harta (budel) pailit dan menyatakan Kurator telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Kata kunci: Kurator, PPJB, Pengalihan Hak, Konversi Saham, Harta Pailit.

PENDAHULUAN

Kepailitan atau kebangkrutan dari sudut pandang bisnis adalah suatu keadaan
keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan, yang dapat membawa akibat pada
rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan, yang pada akhirnya
menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki. Berbagai
defenisi tentang kepailitan menurut hukum telah diberikan oleh beberapa pakar, yang
melihatnya dari berbagai sudut pandang, salah satu diantaranya Munir Fuady menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh
harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta
tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditur. Pengertian ini lebih kurang sama
dengan defenisi kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan Nomor 37 Tahun
2004 yang menyebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur
pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan
hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Syarat seorang Debitor agar dapat dinyatakan dalam keadaan pailit diatur dalam Pasal

2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yang berbunyi sebagai
berikut :
“ Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya
satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan
pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih
krediturnya.”

Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah
memenuhi persyaratan didalam pengajuan permohonannya. Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa kepailitan adalah sita
umum, bukan sita individual. Karena itu disyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan
bahwa untuk mengajukan permohonan pailit harus memiliki 2 atau lebih kreditor. Seorang
debitor yang hanya memiliki 1 (satu) kreditor tidak dapat dinyatakan pailit. Hal ini
bertentangan dengan prinsip sita umum. Bila hanya satu kreditor maka yang berlaku adalah
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sita individual. Sita individual bukanlah sita dalam kepailitan. Dalam sita umum maka
seluruh harta kekayaan debitor akan berada di bawah penguasaan dan pengurusan kurator.
Debitor tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.

Harta milik debitor yang akan dijadikan boedel pailit ditentukan dalam pasal 21
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berbunyi :

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusaan pernyataan pailit
diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 diatas dijelaskan bahwa yang dikategorikan sebagai
harta pailit dan berada di bawah sita umum hanyalah harta milik debitor perorangan atau
harta bersama, jika debitor berstatus sebagai badan hukum maka harta perorangan tidak
menjadi harta pailit. Hal ini dikarenakan harta pribadi Debitor selaku pengurus perseroan
tidak mencakup harta perseroan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan harta
boedel pailit adalah harta yang hanya dimiliki oleh debitor saja.

Debitur pailit dengan di sitanya harta milik debitor dan dimasukkan kedalam boedel
pailit, maka debitur pailit dinyatakan demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan
mengurus kekayaannya yang dimasukkan kedalam harta pailit, pernyataan ini diatur dalam
pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berbunyi :

“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya
yvang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitur pailit
tersebut adalah kurator. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau
pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau
peninjauan kembali.

Tindakan yang pertama dan terutama yang harus dilakukan oleh kurator adalah
‘mengamankan harta pailit’ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 UU No. 37 Tahun 2004
hal ini dikarenakan dasar dari tujuan hukum kepailitan pertama-tama dibangun atas dasar
menghimpun seluruh harta kekayaan debitor untuk membayar utang-utang atau
kewajibannya pada para kreditornya. Untuk keperluan itu, kurator harus secepatnya
mengumpulkan dan mengamankan seluruh harta debitor pailit yang telah berstatus berada
dibawah sita umum (general attachment). Upaya selanjutnya setelah mengamankan harta
pailit adalah mencatatkan harta pailit tersebut secara notaril atau dibawah tangan dan
berupaya meningkatkan nilai maupun jumlah harta pailit dan sedapat mungkin menekan
biaya kepailitan agar tidak membebani harta pailit.

Jelaslah betapa besarnya peranan kurator mengurus dan memaksimalkan Boedel
Failit, serta melaksanakan penjualan boedel pailit, dengan harapan agar kewajiban debitur
pailit kepada para kreditornya dapat dipenuhi. Karena itu, dalam perkara pailit banyak
kreditor yang sangat mengharapkan kurator dapat bekerja sama secara maksimal dengan
harapan dapat memaksimalkan pengembalian aset (asset recovery).

Kurator maupun pengurus dalam melakukan tugasnya memiliki satu visi utama, yaitu
mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit. Sehubungan
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dengan hal tersebut, Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan

bahwa dalam melakukan tugasnya kurator:

1. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan
terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di
luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;

2. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan
nilai harta pailit.

Adakalanya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengurus harta pailit,
kurator mendapatkan gugatan dari pihak lain yang mengaku sebagai pemilik yang sah atas
harta kekayaan yang dimaksukkan oleh kurator sebagai boedel pailit. Hal ini dikarenakan
karena putusan pailit membawa konsekuensi bahwa gugatan-gugatan hukum yang
bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitor pailit harus diajukan oleh atau
terhadap kurator. Maka Kurator akan mengambil alih perkara gugatan-gugatan hukum yang
mengenai harta kekayaan debitor pailit. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 26 ayat (1) UU
No. 37 Tahun 2004, yaitu :

“Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh

atau terhadap Kurator”.

Mengambil alih perkara maksudnya adalah pengalihan kedudukan Kreditor/Debitor
sebagai tergugat, dialihkan kepada kurator. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 28 ayat (1)
UU No. 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:

“Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan yang sedang berjalan selama

kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk

memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih
perkara untuk jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.”

Kurator harus bertanggung jawab atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan
kewajiban pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian atau berkurangnya
nilai harta pailit. Jerri Hoff mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator tersebut tidaklah
lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH
Perdata (perbuatan melawan hukum).

Menurut sifatnya, kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga ia
juga bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini
jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan
tindakan diluar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, tidak
dapat dibebankan pada harta pailit, dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi.

Isu hukum dari penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap gugatan
pihak lain terhadap kurator dengan dalil bahwa pihak lain tersebut merupakan pemilik yang
sah atas harta kekayaan yang dimasukkan oleh kurator sebagai boedel pailit, dengan
menjadikan Putusan Nomor 29/Pdt.SusGl1/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagai objek analisis.

Penggugat dalam perkara ini adalah Pihak Ketiga (bukan Debitor Pailit) yang mengaku
sebagai pemilik dan/atau pemegang hak milik yang sah secara hukum atas harta-harta tidak
bergerak berupa:
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1) 1 Unit Rumah Susun Bukan Hunian, terletak di Jalan Letjend S. Parman Kav. 22 s/d 24,
Rumah Susun Komersial Hunian dan Bukan Hunian Grand Slipi Tower Lantai 11 No. 11
B-1, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor:
602, terdaftar atas nama (Penggugat), seluas 259,14 m2 sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ukur Nomor 3281/Palmerah/2019 tanggal 9 Oktober 2019; dan

2) 1 Unit Rumah Susun Bukan Hunian, terletak di Jalan Letjend S. Parman Kav. 22 s/d 24,
Rumah Susun Komersial Hunian dan Bukan Hunian Grand Slipi Tower Lantai 11 No. 11
B-2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor:
603, terdaftar atas nama (Penggugat), seluas 259,14 m2 sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ukur Nomor 03281/Palmerah/2019 tanggal 9 Oktober 2019.

Penggugat menyatakan telah melaksanakan perbuatan hukum berupa Pengalihan
Harta-Harta Benda Tidak Bergerak kepada PT. Grand Soho Slipi selaku Penjual dan Tuan
Handi Putranto Wilamarta selaku Pembeli (yaitu Penggugat) berdasarkan, Akta Jual Beli
Nomor 221/2020 dan Akta Jual Beli Nomor 222/2020 tertanggal 30 Desember 2020 dibuat
dihadapan IImiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H PPAT di Jakarta Barat. Sedangkan debitor
pailit (turut tergugat) menyatakan telah membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli, antara
Yenny Lestari Wilamarta (saudara perempuan dari Penggugat dan/atau anak dari Misahardi
Wilamarta / Debitor Pailit / turut tergugat) selaku penjual dengan PT. Tristar Finance
(Debitor Pailit) selaku pembeli, Nomor 19 (PPJB No. 19) yang dibuat oleh Notaris Aris
Harianto, S.H., M.Kn terhadap kedua Unit Rumah Susun Tersebut.

Turut Tergugat (Debitur Pailit) kemudian mengkonversikan objek berupa Benda Tidak
Bergerak yang diperoleh berdasarkan PPJB menjadi kepemilikan saham kedalam sebuah
perseroan terbatas dengan total harga Pengikatan Jual Beli sebesar Rp 40.000.000.000.00,-
(empat puluh miliar rupiah), sehingga berdasarkan Laporan Keuangan diketahui terdapat
Aktiva Tetap/Aset Tetap pada Perusahaan Debitor Pailit/Turut Tergugat berupa bangunan
senilai Rp 40.000.000.000.00,- (empat puluh miliar rupiah) diketahui Aktiva Tetap/Aset
Tetap tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Harta-Harta Benda Tidak Bergerak dalam
perkara ini. Selanjutnya Tergugat (Kurator) memasukkan objek berupa Benda Tidak
Bergerak yang diperoleh berdasarkan PPJB tersebut dan dikonversi sebagai setoran saham
ke dalam harta pailit.

Kedua Hak Milik Penggugat tersebut dimasukkan oleh Kurator kedalam Pertelaan
(daftar) Aset Harta (Boedel) dari Debitor yang telah dinyatakan Pailit dengan Nomor Perkara
22/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst, maka Penggugat merasa Hak Milik nya terganggu
karena Kurator menyerahkan Surat Somasi kepada Penggugat, meminta Penggugat
menyerahkan Harta-Harta Benda Tidak Bergerak yang merupakan Milik Sah Penggugat
untuk dimasukkan oleh Kurator kedalam Pertelaan (Daftar) Aset Harta (Boedel Pailit).

Putusan Perkara Nomor 29/Pdt.Sus-Gl1/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst menarik dan penting
untuk diteliti berkenaan dengan isu hukum yang timbul aspek hukum kepemilikan harta
kekayaan terhadap boedel pailit, dengan pertimbangan sebagai berikut :
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1. Untuk menganalisis penerapan hukum oleh majelis hakim terkait dengan kepemilikan
debitur pailit atas objek benda tidak bergerak yang berasal dari PPJB dan dikonversi
menjadi saham.

2. Untuk menganalisis perbuatan kurator yang memasukkan objek benda tidak bergerak
yang diperoleh dari PPJB ke dalam boedel pailit dan dikonversi sebagai setoran saham
yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena merugikan pihak lain / pihak
ketiga.

3. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak lain yang mengaku sebagai
pemilik yang sah atas objek benda tidak bergerak dengan Akta Jual Beli Nomor 221/2020
dan Akta Jual Beli Nomor 222/2020.

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dikatakan belum dianggap sah dalam
mengalihkan suatu barang atau benda tidak bergerak ataupun tanah. PPJB juga belum
menjadi alat bukti kepemilikan yang sah di hadapan hukum. Karena dasar bukti dari
kepemilikan hukum hak atas tanah atau hak atas suatu benda tidak bergerak yang berupa
Sertifikat Hak Milik.

Hal-hal yang mengatur tentang Teori Peralihan Benda diatur dalam pasal-pasal
KUHPerdata Buku II, meliputi tentang cara memperoleh hak milik yaitu Pasal 584 sampai
dengan Pasal 624 (Pasal 614 dan Pasal 615 dihapus). Pada dasarnya terdapat dua cara
peralihan. Peralihan yang pertama dilakukan hanya dengan penguasaan atau serah terima
benda dimaksud, yang berlaku terhadap benda berwujud, bergerak, dan tidak terdaftar.
Sedangkan peralihan benda tidak berwujud, tidak bergerak, dan sebagian benda bergerak,
serta benda terdaftar. Peralihan-peralihan atau penguasaan tersebut harus dilakukan dengan
didasarkan pada itikad baik. Sesuai dengan Buku II KUH Perdata Pasal 616;

“Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta

vang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan”

Peralihan tersebut harus dilakukan dengan suatu pendaftaran terhadap pihak yang
berwenang, dan peralihannya harus dengan menggunakan suatu akta perjanjian, baik di
bawah tangan maupun secara notariil dengan memperhatikan kekuatan pembuktian.

Berpindahnya hak milik atas tanah karena dialihkan/pemindahan hak harus dibuktikan
dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Berpindahnya hak milik atas tanah ini harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan dilakukan perubahan nama
dalam sertifikat dari pemilik tanah yang lama kepada pemilik tanah yang baru.

Peralihan hak atas tanah itu dilakukan di hadapan PPAT dari daerah dimana tanah itu
ada, jadi berarti tidak mungkin seseorang PPAT membuat akta PPAT di luar daerah
wewenangnya. Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan
bahwa objek pendaftaran tanah adalah bidang-bidang yang dipunyai dengan hak milik,
HGU, HGB, Hak Pakai, tanah Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik atas Satuan Rumah
Susun, Hak Tanggungan, dan Tanah Negara. Didaftar maksudnya dibukukan dan diterbitkan
tanda bukti haknya. Tanda bukti hak itu disebut sertifikat hak tanah yang terdiri atas salinan
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buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dalam satu sampul. Sertifikat itu
merupakan alat pembuktian yang kuat, maksudnya bahwa keterangan-keterangan yang
tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan
yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang membuktikan
sebaliknya. Hal ini sesuai dengan kekuatan sertifikat sebagai alat bukti sebagaimana
penjelasan Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa sertifikat
merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Hak milik merupakan hak yang paling sempurna atau utama atas sesuatu kebendaan.
Karenanya pemegang hak milik diberikan keleluasaan dan berbuat bebas sepenuhnya
terhadap kebendaannya itu sesuai dengan hak yang dipunyainya, misalnya menikmati,
menjual, menyewakan, menggadaikan, menghibahkan, bahkan merusak sekalipun, asal saja
hak itu dilakukan dengan tanpa melanggar hukum atau hak orang lain. Hal ini mengandung
arti, bahwa pemegang hak milik dapat menguasai sesuatu kebendaan secara mutlak tanpa
dapat diganggu gugat (droit inviolable et sacre) oleh orang lain, termasuk penguasa
sekalipun. Dengan demikian dalam perspektif KUH Perdata, hak milik mempunyai isi dan
sifat yang tidak terbatas, mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seorang pemegang hak
milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tenteram dan untuk
mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk menggangu ketentramannya
dalam menguasai, memafaatkan serta mempergunakan benda tersebut.

Adanya gugatan Penggugat kepada Debitor yang dialihkan kepada Kurator, maka
tentunya hal ini bertentangan dengan pasal 21 UU kepailitan dan PKPU dimana harta boedel
pailit masih di perdebatkan kedudukannya. Dari polemik diatas hal ini menjadi alasan yang
menarik peneliti untuk menulis tesis dengan judul: “Kedudukan Hukum Kepemilikan Harta
Terhadap Boedel Pailit Debitur Yang Telah Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Nomor:
29/Pdt.Sus-G11/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)”

Berdasarkan uraian tersebut ada 3 (tiga) masalah hukum yang akan diteliti dalam
penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum oleh majelis hakim terkait dengan kepemilikan debitur
pailit atas objek benda tidak bergerak yang berasal dari PPJB dan dikonversi menjadi
saham dalam putusan nomor: 29/PDT.SUS-GLL/2022/PN Niaga.Jkt.Pst?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan kurator yang memasukkan ke dalam boedel
pailit objek benda tidak bergerak yang diperoleh dari PPJB dan dikonversi sebagai setoran
saham dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum?

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak lain yang mengaku sebagai pemilik yang
sah atas objek benda tidak bergerak yang dimasukkan oleh kurator sebagai boedel pailit?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum
Normatif yaitu penelitian berdasarkan norma hukum yang ada. Penelitian ini akan mengacu
kepada peraturan perundang-undangan yang mengacu kepada kedudukan hukum
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kepemilikan harta boedel pailit debitur yang telah dinyatakan pailit. Sifat penelitian adalah
deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu permasalahan pada
saat tertentu secara sistematis, faktual dan akurat suatu fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan
permasalahan penelitian. Penelitian ini akan mendeksripsikan kedudukan hukum
kepemilikan harta boedel pailit debitur yang telah dinyatakan pailit.Penelitian hukum
normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian Hukum Normatif
dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum/data (rechtsmaterialen).
Untuk memudahkan bahan-bahan hukum tersebut digolongkan kepada bahan-bahan hukum
primer/data primer, bahan hukum sekunder/data sekunder, dan bahan hukum non-
hukum/data tersier. Bahan-bahan hukum/Data yang telah diperoleh melalui library research
ini berupa Peraturan Perundang-Undangan Kepailitan dikumpulkan dan diklasifikasikan
untuk mendukung rumusan masalah yang telah ditentukan.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan
untuk mendukung penelitian ini yaitu berupa studi dokumen dan wawancara. Penelitian
lapangan melalui wawancara langsung kepada; Hakim Niaga Pengadilan Negeri Medan
yang beralamat kantor di Jalan Pengadilan Kelurahan No. 8, Petisah Tengah, Kec. Medan
Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara; Kurator/Pengurus Iskandar Lubis, S.H yang
beralamat kantor di Jalan Setia Budi, Setia Budi Business Point, Blok BB No.7, Medan;
Notaris / PPAT Harmono Japonika, S.H., M.Kn. yang beralamat kantor di Jalan Proklamasi,
Kec. Kwala Bingai, Desa Stabat-Langkat Sumatera Utara. Data sekunder diperoleh dengan
mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang
berkaitan dengan harta boedel pailit peralihan hak milik, dan hukum perusahaan. Perundang-
undangan tersebut yaitu; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Oleh Hakim Pada Hasil Putusan Nomor: 29/PDT.SUS-
GLL/2022/PN Niaga.Jkt.Pst Tentang PPJB yang di Konversi ke Dalam Setoran
Saham.

Pandangan penulis dalam Putusan Nomor: 29/PDT.SUS-GLL/2022/PN Niaga.Jkt.Pst,
hakim telah benar dalam menerapkan hukum berdasarkan kronologi perkara ini. Sebelumnya
telah dibuat Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Hindharto Budiman sebagai Presiden
Direktur PT Grand Soho Slipi selaku penjual dan Yenny Lestari Wilamarta selaku calon
pembeli. Berdasarkan PPJB No. 47 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris
Stephanie Wilamarta, S.H. dan PPJB No. 19 tanggal 24 Februari 2015 yang dibuat oleh
Notaris Aris Harianto, S.H., M.Kn. terhadap Harta-Harta Benda Tidak Bergerak berupa
Satuan Rumah Susun Bukan Hunian. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2015 Yenny Lestari
Wilamarta telah melakukan pemasukan setoran saham dengan PT Tristar Finance (nama

1308 SIBATIK JOURNAL | VOLUME 5 NO.3 (2026)


https://doi.org/10.54443/sibatik.v5i3.4465
https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK

KEDUDUKAN HUKUM KEPEMILIKAN HARTA PAILIT YANG

BERASAL DARI PPJB YANG DIKONVERSI MENJADI SAHAM C\\'m...
PT: STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. ...

Lia Nurjannah et al

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v5i3.4465

terdahulu Debitor Pailit/Turut Tergugat sebelum berubah nama menjadi PT Inti Artha
Multifinance) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Tristar
Finance yang dibuat oleh Notaris Aris Harianto, S.H., M.Kn. dan dapat dilihat dari Laporan
Keuangan Debitor Pailit/Turut Tergugat yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
sehingga berdasarkan Laporan Keuangan diketahui terdapat aktiva Tetap/Aset Tetap pada
perusahaan Debitor pailit berupa bangunan senilai Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar
Rupiah), yang mana diketahui aktiva Tetap/Aset Tetap tersebut tidak lain dan tidak bukan
adalah Harta-Harta Benda Tidak Bergerak dalam perkara.

Merujuk SEMA No. 4 Tahun 2016 yang menyatakan; ‘“Peralihan hak atas tanah
berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi Jika pembeli telah
membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek Jual dengan demikian Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB)” PPJB No. 47 tanggal 15 Agustus 2008 dan PPJB No. 19
tanggal 24 Februari 2015 tersebut belum dilaksanakan secara sempurna, karena adanya
pembayaran pelunasan yang tidak pernah dilaksanakan.

Berdasarkan perbuatan hukum berupa Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli, Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan dan Laporan Keuangan Debitur Pailit yang telah
diaudit, tergugat sebagaimana yang menjadi alat bukti dalam putusan ini, sehingga Tergugat
dinyatakan belum dapat membuktikan kalau kedua objek sengketa yaitu objek benda tidak
bergerak berupa Satuan Rumah Susun tersebut adalah sah milik Penggugat, yang dituangkan
dalam alat bukti yaitu:

1. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Perkantoran Aston Soho No. 47 yang
dibuat oleh Notaris Stephanie Wilamarta, S.H. tertanggal 15 Agustus 2008;

2. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 19 yang dibuat oleh Notaris Aris Harianto,
S.H., M.Kn. tertanggal 24 februari 2015;

3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tristar Finance No. 2 yang dibuat oleh
Notaris Aris Harianto, S.H., M.Kn. tertanggal 15 Mei 2015;

4. Dan beberapa Alat Bukti pendukung lainnya.

Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan menimbang; perjanjian antara
Hindharto Budiman sebagai Presiden Direktur PT Grand Soho Slipi selaku penjual dan
Yenny Lestari Wilamarta selaku pembeli adalah masih dalam bentuk PPJB maka peralihan
benda tidak bergerak menjadi tidak sah. Adapun selanjutnya perjanjian antara Yenny Lestari
Wilamarta yang telah melakukan setoran saham dengan PT Tristar Finance berdasarkan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Tristar Finance yaitu terhadap
Harta-Harta Benda Tidak Bergerak dengan total harga pengikatan jual beli sebesar Rp.
40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) adalah tidak sah pula, karena Yenny Lestari
Wilamarta belum menguasai sepenuhnya Harta-Harta Benda Tidak Bergerak sebab Akta
Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut belum terjadinya peralihan. Maka berdasarkan
pernyataan diatas juga kurator tidak berhak memasukkan harta tersebut kedalam boedel
pailit.
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Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Kurator Yang Memasukkan Ke Dalam Boedel
Pailit Objek Benda Tidak Bergerak Yang Diperoleh Dari PPJB Dan Dikonversi
Sebagai Setoran Saham Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Sengketa Putusan Nomor: 29/PDT.SUS-GLL/2022/PN Niaga.Jkt.Pst Objek sengketa
adalah dua unit rumah susun milik penggugat. Yang menjadi persengketaan antara kedua
belah pihak adalah mengenai apakah tindakan kurator selaku Tergugat yang memasukkan
Harta-Harta Benda Tidak Bergerak yaitu 2 unit rumah susun milik penggugat adalah
Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu
perbuatan yang dapat diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal sebagai tindakan
yang dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu.

Asal usul dari ke-2 objek sengketa yaitu sebelumnya telah dibuat Akta Pengikatan Jual
Beli (PPJB) antara Hindharto Budiman sebagai Presiden Direktur PT Grand Soho Slipi
selaku penjual dan Yenny Lestari Wilamarta selaku calon pembeli. Berdasarkan PPJB No.
47 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Stephanie Wilamarta, S.H. dan PPJB
No. 19 tanggal 24 Februari 2015 yang dibuat oleh Notaris Aris Harianto, S.H., M.Kn.
terhadap Harta-Harta Benda Tidak Bergerak berupa Satuan Rumah Susun Bukan Hunian.
Kemudian pada tanggal 15 Mei 2015 Yenny Lestari Wilamarta telah melakukan pemasukan
setoran saham dengan PT Tristar Finance (nama terdahulu Debitor Pailit/Turut Tergugat
sebelum berubah nama menjadi PT Inti Artha Multifinance) berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Tristar Finance yang dibuat oleh Notaris Aris
Harianto, S.H., M.Kn. dan dapat dilihat dari Laporan Keuangan Debitor Pailit/Turut
Tergugat yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sehingga berdasarkan Laporan
Keuangan diketahui terdapat aktiva Tetap/Aset Tetap pada perusahaan Debitor pailit berupa
bangunan senilai Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah), yang mana diketahui
aktiva Tetap/Aset Tetap tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Harta-Harta Benda Tidak
Bergerak dalam perkara.

Pada tanggal 30 Desember 2020 telah terjadi jual beli antara PT.Grand Soho Slipi
selaku Penjual yang disebut sebagai Pihak Pertama dan Tuan Handi Putranto Wilamarta
selaku Pembeli yang disebut sebagai Pihak Kedua (yaitu Penggugat sekarang) sebagaimana
yang dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 221/2020 tertanggal 30 Desember 2020
dan Akta Jual Beli (AJB) No. 222/2020 tertanggal 30 Desember 2020.

Pada tanggal 6 April 2021 PT Inti Artha Multifinance dinyatakan Pailit. Berdasarkan
Putusan Pailit, diangkatlah Tergugat sebagai Tim Kurator yang berkewajiban untuk
melakukan pengurusan dan pemberesan harta (budel) pailit milik PT Inti Artha Multifinance
(Dalam Pailit) (Turu Tergugat).

Penggugat baru mengetahui bahwa Harta-Harta Benda Tidak Bergerak telah
dimasukkan oleh Tergugat ke dalam harta (budel) pailit milik PT Inti Artha Multifinance
(Dalam Pailit) (Turut Tergugat), berdasarkan Pertelaan (Daftar) Aset Harta (Budel) Pailit
milik PT Inti Artha Multifinance (Dalam Pailit) (Turut Tergugat), yang telah dibuat dan
ditandatangani oleh Tergugat setelah Penggugat menerima Somasi pada tanggal 29 Juli
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2022, padahal fakta hukumnya Harta-Harta Benda Tidak Bergerak adalah milik sah
Penggugat dan bukan merupakan harta (budel) pailit milik PT Inti Artha Multifinance
(Dalam Pailit) (Turut Tergugat).

Dua unit rumah susun yang telah dimasukkan dalam boedel pailit oleh kurator adalah
milik penggugat. Berdasarkan perbuatan hukum jual beli sebagaimana yang dituangkan
dalam; Akta Jual Beli No. 221/2020 tertanggal 30 Desember 2020 dan Akta Jual Beli No.
222/2020 tertanggal 30 Desember 2020. Kemudian berdasarkan perbuatan hukum
didaftrakan peralihan hak atas tanah tersebut ke BPN berupa; Sertifikat Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor: 602, terdaftar atas nama Handi Putranto
Wilamarta (Penggugat), seluas 259,14 m2, dan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun (SHMSRS) Nomor: 603, terdaftar atas nama Handi Putranto Wilamarta (Penggugat),
seluas 259,14 m2. Hingga Penggugat sudah dapat membuktikan bahwa kedua objek
sengketa yaitu Objek Benda Tidak Bergerak berupa Satuan Rumah Susun tersebut adalah
sah milik Penggugat.

Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan menimbang, bahwa dengan demikian
tindakan Tergugat (Kurator) yang telah memasukkan objek sengketa ke dalam Daftar
Pertelaan Harta (Budel) Pailit milik PT Inti Artha Multifinance telah terbukti melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu telah melanggar Hak Subjektif dari
Penggugat. Maka Putusan Hakim dalam menimbang kepada Tergugat yaitu Kurator
berdasarkan Hasil Putusan Nomor: 29/PDT.SUS-GLL/2022/PN Niaga.Jkt.Pst bahwa
Kurator telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Lain Yang Mengaku Sebagai Pemilik Yang Sah

Atas Objek Benda Tidak Bergerak Yang Dimasukkan Oleh Kurator Sebagai Boedel

Pailit

1. Mempertahankan dan Pembuktian Peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Bukan
Hunian

Peralihan hak milik atas tanah adalah perbuatan hukum yang memindahkan hak dari
suatu pihak ke pihak lain. Hak atas tanah yang dimaksud adalah hak milik yaitu hak yang
terkuat, turun menurun dan terpenuh dan dapat dipunyai setiap orang, dimana dalam
peruntukan dan penggunaannya harus berfungsi sosial. Sedangkan yang dimaksud
pengertian jual beli tanah adalah beralihnya suatu hak atas tanah, baik secara keseluruhan
maupun sebagian hak dari seseorang ke orang lain atau badan hukum dengan cara jual bel,
yang nantinya hak dialihkan tersebut akan menjadi hak sepenuhnya dari penerima
hak/pemegang hak yang baru. Dan hak milik atas tanah tersebut yang dimaksud disini adalah
hak milik yang tanahnya sudah bersertifikat.

Diharuskan pula pada pemegang hak atas tanah, bila akan mengadakan peralihan hak
atas tanah, yang bertujuan untuk memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain, harus
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT yang ditunjuk oleh
mentri agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional. Hak Milik merupakan hak atas tanah
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yang terkuat, maksudnya bahwa hak ini merupakan hak paling kuat bila dibandingkan
dengan hak-hak lainnya.

Ciri hak milik sebagaimana disebut pada Pasal 20 UUPA adalah hak turun-temurun,
terkuat dan terpenuh yang mempunyai fungsi sosial. Dalam pengertian, hak milik itu adalah
hak yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan jika dibanding dengan hak lain paling kuat
dan paling penuh. Turun-temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus
selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka Hak Miliknya
dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik.
Terkuat, artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah
yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak
lain, dan tidak mudah hapus.

Pada dasarnya hak milik merupakan hak kebendaan yang memberikan hak paling
sempurna kepada pemegang haknya untuk melakukan segala sesuatu atas kebendaan yang
dimilikinya serta untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang melanggar haknya
tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 570 KUH Perdata.

Hak milik merupakan hak yang paling sempurna atau utama atas sesuatu kebendaan.
Karenanya pemegang hak milik diberikan keleluasaan dan berbuat bebas sepenuhnya
terhadap kebendaannya itu sesuai dengan hak yang dipunyainya, misalnya menikmati,
menjual, menyewakan, menggadaikan, menghibahkan, bahkan merusak sekalipun, asal saja
hak itu dilakukan dengan tanpa melanggar hukum atau hak orang lain. Hal ini mengandung
arti, bahwa pemegang hak milik dapat menguasai sesuatu kebendaan secara mutlak tanpa
dapat diganggu gugat (droit inviolable et sacre) oleh orang lain, termasuk penguasa
sekalipun. Dengan demikian dalam perspektif KUH Perdata, hak milik mempunyai isi dan
sifat yang tidak terbatas, mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

2. Mendaftarkan dan Memperoleh Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Jaminan
Kepastian Hukum

Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 antara lain diatur bahwa
sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang terdiri salinan buku tanah dan asli
surat ukur yang dijahit menjadi satu dengan sampul yang bentuknya telah diatur berdasarkan
ketentuan yang telah ditentukan pula.

Pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dianggap
perlu terobosan baru dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah termasuk meninjau
perangkat hukumnya. Terlebih lagi akselerasi pembangunan sangat memerlukan dukungan
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.

Oleh karena itu Peraturan Pemerintah dinilai tidak memadai lagi dalam mendukung
tercapainya hasil yang lebih nyata dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan
pembangunan, maka peraturan tersebut mengalami perlakuan penyempurnaan, dengan
membuat aturan yang lebih lengkap. Untuk itulah terbitnya revisi Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.
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Pemilikan sertifikat tanah ini penting sekali karena sertifikat ini merupakan jaminan
kepastian hukum yang kuat bagi pemilikan terhadap haknya atas tanah. Adapun untuk
memperoleh sertifikat tersebut harus melalui pendaftaran tanah.

Dalam pendaftaran itu, pemindahan haknya yang didaftarkan dalam buku tanah dan
dicatat peralihan haknya kepada penerima hak dalam sertifikat. Dengan demikian penerima
hak mempunyai alat bukti yang kuat atas tanah yang diperolehnya. Perlindungan hukum
tersebut dengan jelas disebutkan dalam Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 bahwa
suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikatnya secara sah atas nama orang atau
badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata
menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat
menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya
sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak dan kepada
Kantor Pertahanan/ kepada Pengadilan.

Jaminan kepastian hukum yang dimaksud adalah :

a) Jaminan kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang
hak (subyek hak atas tanah)

b) Jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah (obyek hak
ats tanah), dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya.

3) Kepemilikan Akta Jual Beli (AJB) atas Objek Benda Tidak Bergerak Berupa Satuan
Rumah Susun Bukan Hunian

Akta jual beli merupakan akta atau bukti tertulis yang memuat klausula yang berkaitan
dengan jual dan beli. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah:

“suatu persetujuan, dengan nama pihak satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu
kebendaan, dan pihak lainnya untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Berdasarkan pandangan buku Salim yang berjudul “Teknik Pembuatan Akta Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT)” Akta jual beli merupakan:
“akta yang dibuat oleh para pihak dimuka dan/atau dihadapan PPAT, yang memuat tentang
hak dan kewajiban para pihak, dimana dipihak penjual menyerahkan hak atas tanah
dan/atau hak milik atas satuan rumah susun dan menerima uang, sedangkan pihak pembeli
berkewajiban untuk menyerahkan uang dan berhak untuk menerima hak atas tanah dan/atau
hak milik atas rumah susun.” .

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah, berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun
melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum
pemindahan hak lainnya.
Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar
menukar, hibah, pemasukan dalam peusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak
lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan
dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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Akta jual beli merupakan akta yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli, dimana
harga barang telah dilunasi oleh pihak pembeli secara keseluruhan kepada penjual. Yang
menjadi subjek hukum dalam akta jual beli, yaitu :

1. Penjual hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun, dan
2. Pembeli hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun.

Hak kepemilikan atas satuan rumah susun (sarusun) merupakan:

“ hak milik atas sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama
atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.”

Notaris berwenang untuk membuat akta pengikatan perjanjian jual beli (PPJB)
terhadap proses jual beli satuan rumah susun sebelum pembangunan rumah susun selesai.
PPJB dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:

1. Status kepemilikan tanah.

Kemepilikan IMB.

Ketersediaan Prasarana, sarana, dan utilitas umum.
Keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
Hal yang diperjanjikan.

A

Untuk peralihan hak milik atas satuan rumah susun, maka pejabat yang berwenang
membuat akta digolongkan menjadi 2 macam, yaitu Notaris dan PPAT. Notaris berwenang
membuat PPJB sebelum pembangunan bangunan selesai, kemudian PPAT berwenang
membuat AJB setelah pembangunan selesai dan terjadi peralihan kepemilikan dengan jual
beli antara penjual dan pembeli.

Setelah akta dibuat, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak akta tersebut
ditandatangani, PPAT menyerahkan akta tersebut kepada kantor pendaftaran tanah untuk
pendaftaran pemindahan haknya sesuai Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah yaitu:

“Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang
bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen
yvang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.”

Menurut Boedi Harsono, akta PPAT berfungsi sebagai alat pembuktian mengenai
benar sudah dilakukannya jual beli. Jual beli tersebut masih dapat dibuktikan dengan alat
pembuktian yang lain. Akan tetapi, dalam sistem pendaftaran tanah, pendaftaran jual beli itu
hanya dapat (boleh) dilakukan dengan akta PPAT sebagai buktinya. Orang yang melakukan
jual beli tanpa dibuktikan dengan akta PPAT tidak akan dapat memperoleh sertifikat, biarpun
jual belinya sah menurut hukum.

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Apabila dalam proses jual beli belum ada Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat dihadapan
PPAT, maka belum bisa dikatakan telah terjadi penyerahan secara yuridis, sehingga
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meskipun telah terjadi Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) yang dibuat dihadapan
Notaris, maka penyerahan fisik dan yuridis belum terjadi. Terkait perpindahan barang
atau objek, di mana dalam PPJB perpindahan atas barang atau objek baru terjadi dalam
waktu yang akan datang, sedangkan dalam perpindahan atas barang atau objek dalam
perjanjian jual beli terjadi pada saat itu juga dimana objek benda tidak bergerak dan/atau
satuan rumah susun tersebut berpindah seketika dari pihak penjual kepada pihak pembeli
yang kemudian dibuat Akta Jual Beli nya (AJB). Dapat dikatakan bahwa yang dapat
menjadi objek pemasukan ke dalam perusahaan, yaitu benda tidak bergerak berupa hak
atas tanah yaitu hak milik atau hak milik atas satuan rumah susun. Apabila tanah tersebut
belum dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut sudah menjadi hak milik yang dapat
dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang
yaitu PPAT atau Hak Milik tersebut telah bersertifikat hak milik (SHM) yang dibuat di
Badan Pertanahan Nasional, maka PPAT dapat menolak untuk membuat akta pemasukan
ke dalam perusahaan sesuai dengan yang di terangkan sebelumnya pada Pasal 39 ayat (1)
angka (a). Dengan kata lain, hak tersebut (dalam kasus ini hak yang dimiliki yaitu berupa
Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB)) seharusnya tidak dapat dimasukan ke dalam
pemasukan dalam perusahaan dan/atau di konversi ke dalam setoran saham perusahaan.

. Kurator memiliki tugas utama yakni untuk memaksimalkan nilai harta pailit untuk
pembayaran piutang debitur. Kurator sebagai tenaga ahli juga memiliki otoritas yang
selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitur setelah adanya
putusan pailit yang menyatakan bahwa debitur tidak memiliki kewenangan lagi untuk
mengelola kekayaan, dan untuk harta kekayaan debitur telah berada dalam sita umum.
Kurator akan mewakili debitor pailit dalam segala hal yang berhubungan dengan
pemberesan dan pengurusan harta pailit, termasuk didalamnya mewakili debitor pailit
dalam setiap gugatan yang diajukan baik oleh maupun terhadap pihak ketiga untuk dan
atas nama debitor pailit. Putusan Hakim dalam menimbang kepada Tergugat yaitu
Kurator berdasarkan Hasil Putusan Nomor: 29/PDT.SUS-GLL/2022/PN Niaga.Jkt.Pst
bahwa Kurator telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

. Pembuktian kepemilikan atas objek benda tidak bergerak berupa satuan rumah susun
bukan hunian milik penggugat dapat dibuktikan dengan kepemilikan akta jual beli (AJB)
atas jual beli dan sertifikat hak milik (SHM) atas nama penggugat yang menjadi alat bukti
yang sah sesuai dengan yang terlampir pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah. Putusan Hakim dalam perkara ini Putusan Nomor:
29/PDT.SUS-GLL/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, majelis hakim memutuskan menimbang;
bahwa dengan demikian majelis hakim menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat
(Kurator PT. Inti Artha Muitifinance (Daiam Pailit)) untuk menghapuskan Harta-Harta
Benda Tidak Bergerak yaitu dua unit rumah susun milik penggugat, dari Daftar Pertelaan
Harta Pailit PT. Inti Artha Muitifinance (Dalam Pailit), sekaligus dihapuskan dari segala
dokumen yang berkaitan dengan Harta (budel) pailit. Dengan kembalinya kedua unit
satuan rumah susun milik penggugat yang telah dimasukkan oleh kurator sebagai boedel
pailit debitor hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu
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dimana perlindungan yang bersifat upaya penyembuhan mengembalikan dalam keadaan
semula.

Saran

1. Kepemilikan PPJB oleh Debitor pailit dianggap belum sah dalam mengalihkan hak atas
tanah karena belum lunasnya pembayaran atas pembelian, dan seharusnya PPJB tersebut
tidak dapat dikonversi kedalam setoran saham karena tidak dapat dibuktikan bahwa objek
benda tidak bergerak berupa satuan rumah susun tersebut bukan lah hak milik debitor
pailit. Sebaiknya pengurus perusahaan lebih detail dalam memeriksa asal muasal
kepemilikan dan perolehan barang tersebut sebelum dimasukan ke dalam setoran saham
agar tidak timbul kerugian terhadap pihak lain atau pihak ketiga dikemudian hari.

2. Sebaiknya kurator lebih detail dan cermat dalam memeriksa asal mula kepemilikan harta
dari debitor pailit dalam perusahaannya untuk dimasukan ke dalam boedel pailit, agar
tidak merugikan pihak lain atau pihak ketiga. Menurut sifatnya, kurator dapat melakukan
perbuatan melawan hukum sehingga ia juga bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian
yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit
dan pihak ketiga tersebut, dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi.

3. Dalam pelaksanaan jual beli apabila dengan benar telah dilunaskannya jual beli tersebut
dan telah berpindah tangan kepemilikan hak atas tanah atau objek benda tdak bergerak
tersebut, sebaiknya segera dilaksanakan perpindahan hak milik dengan membuat Akta
Jual Beli (AJB) antara penjual dan pembeli dihadapan PPAT, kemudian segera
didaftarkan kepemilikan hak tersebut demi memperoleh Sertifikat Hak Milik atas objek
benda tidak bergerak tersebut. Maksud diterbitkan sertifikat hak atas tanah dalam
kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali agar pemilik atau pemegang hak atas tanah
dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak atas tanah.
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